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KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU

PUTUSAN s

Nomor: 019/XII/KIP-BKL.PSI/A/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU \@

1. IDENTITAS %
[1.1] Komisi Informasi Provinsi (selanjutnya disebut_ KIPJ\Befgkulu yang menerima,

memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publj Registrasi 019/XII/KIP-
BKL.PSI/2022 yang diajukan oleh :
Nama : Ishak Burmansyah Q
Alamat : Desa Belumai 1 Kﬂ?}fﬁ'%dang Ulak Tanding
Kabupaten Refang\Lebong
Yang selanjutnya disebut...,. e@-) ............................................. Pemohon

%@ Terhadap

Kepala @ndididkan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
Selanjutny SODAGAL.sissssessmmsnsivsvsseressassasnsssensaasssnsrarsonnovs Termohon

AN

[1.2] Tela ca surat permohonan Pemohon;

Tela % r keterangan Pemohon;
T@enksa surat-surat dari Pemohon;
Telah¥mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA
(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik tertanggal 06 Desember 2022, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi
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Informasi Provinsi Bengkulu tertanggal 19 Desember 2022, dengan registrasi sengkela
Nomor : 019/XII/KIP-BKL.PSI/2022.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kepahiang dengan Nomor Surat : 003/PIP-BT/IX/2022 tanggal 22
September 2022 dengan tanda bukti surat 22 September 2022 . Adapun informasl yang

diminta adalah %
- Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Daftar Pelaksanaan A@q& PA)

APBD Ditahun 2020-2022. % ‘
- Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Lengkap APBD-P {:u\ﬁj 20-2022.
- Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Laporan Realisasi Ang@ ) Tahun 2020-

2022. Q?

- Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Len @\(Di\ap ran SPJ, SP2D, Kwitansi
Perjalanan Dinas dan Dana Rutin Tahun 2020-20 X%

- Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Ba i

&

(2.3) Bahwa Surat Permohonan InfofmadhPemohon tertanggal 22 September 2022, tidak
ditanggapi oleh Termohon, kemud hon mengajukan keberatan melalui Surat Nomor

: 002/PK/2022, tertanggal 1 % 022, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabu ﬁ) epahiang dan diterima oleh Termohon pada tanggal 13
Oktober 2022.

O\

i Sekolah (BOS) DiTahun 2020-

BKL.PSI/2022.

Alasan Permohonan

(2.5) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan tujuan sebagai :

1. Memenuhi hak untuk mengakses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-
undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

2. Sebagai bahan untuk meningkatkan wawasan (pengetahuan) dan ilmu.
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Surat-surzt Termohon

[3.4] Ezfiwz Termafion menczLian Sz s=taga Deris s

Surat T-1 Surat Kuesz Tengoed 07 rebnai 205
azsname : Nining Fawely Pzsis, SPo, MM Nip - 19780715 200004 2
314,
Jebeizn MegElz Dines Peddian dan Xebudayaan Xaous=n
Kegzhizng (Pemberi Ku=z).

tes name Nugroho Setyaniore, ST. Nip - 18330505 20090< 1 aQL.
Jzbztzn : Kegalz Bidang ¥ebudayzan (Panerima Kuasa) Q\V
4. KESIMPULAN PARA PTHAK Q\/%
[4.1] Kesimpulan Pemohon %
Pemonon tidak ada memberilan kesmpuian. %/
[4.2] Kesimpulan Termohon C_§
Termohon tidak adz memberin kesmpuian. %

5. FAKTA HUKUM PERSIDANGAN Qg

[5.1] Menimbang bzhwa maicud n permohoan serta sural-surat yang
diajukan oleh Pemohon, Majels erquicen faia huiam sebagai beriaut :

1. Bahwa benar Pemohon g#zn parmohonan Pemyelesaian Sengketa Informas
Publik ke KIP k2pasitas sebagai pribadi sebagal mana bukt surat
P-5.

2. Bahwa ! n mengajuian Permohonan Informasi Publik kepada Kepaia
Dinas dan Kebudzyaan Kabupsten Kepahiang melalui surat Nomor

mz&};ﬂz’-mzz Tanagal 22 Segtember 2022 sebagaimana bul surat P-1.
2, Pemghon mengajuken sural keberatan kepada Kepala Dinas
Bncidikan dan Kebudaysan Kabupaten Kepahiang tertanggal 13 Oxtober 2022

% bagaimana bulti Surat P-4.

6. PERTIMBANGAN HUKUM
[6.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah
mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publk sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) hunf ¢ dan e, Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 14 tzhun 2008 tentang Keterbuk@an Informasi Pubik
(selanjutnya disebut UU KIP) juncto Pasal S hunf b, Pasal 13 hunuf b Peraturan Komssi
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[6.7] Mewnbang Sefwaa berdfeiadan Pasa 28 F Undang-Undang Oeser Negara
Bemdin Indoress Totas 1S Desing pemlehaevwa menyatakan bshwe @ SeDap
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menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis

saluran yang tersedia.

[6.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1
angka 7, Pasal 11 ayat 1 huruf a angka 1 Perki tentang PPSIP.

[6.9] Menimbang bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana
yang dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki tentang PPSIP, sebagai“tanda
bukti identitas pada formulir isian permohonan penyelesaian sengketa iqfi si df KIP

Bengkulu. %
[6.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-@omor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia :
(1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi ﬁ:%\em eroleh informasi yang
oy

diperlukan untuk mengembangkan pribadi gan sosialnya;

(2). Setiap orang berhak untuk mencari, m , memiliki, menyimpan, mengolah

dan menyampaikan informasi de ggunakan segala jenis sarana yang

tersedia. \Q

[6.11] Menimbang bahwa @n uraian pada paragraf [6.7] hingga paragraf
[6.10], majelis berpe va Pemohon memenuhi kedudukan hukum (/ega/
standing) dalam sen

Kedudukan Legal Standing) Termohon
[6.12] Na bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 1 angka 2
Perki \ PPSIP menyatakan bahwa : Badan Publik adalah Lembaga eksekutif,
yudikatf dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
\b enggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN
n/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau fuar

negeri.

[6.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki tentang PPSIP

dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan Publik kabupaten/kota adalah badan
publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat
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kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh pemerintah kabupaten/kota,
DPRD kabupaten/kota, pengadilan tingkat pertama, Kodim, BUMD tingkat
kabupaten/kota, Parpol tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat
kabupaten/kota, RSU tingkat kabupaten/kota atau lembaga tingkat kabupaten/kota
lainnya.

[6.14] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pe@]tah

Daerah, yang menyebutkan : Q\/
Pasal 57 ®

Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupat% erdiri atas kepala

daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. \%
Pasal 209 @3

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri ata

a. Sekretariat Daerah ; Q
b. Sekretariat DPRD; Q%
c. Inspektorat; C§
d. Dinas; V\

e. Badan; dan Q

: N

Kecamatan

Penjelasan Pa 4
n Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang

Yang dima
menjadi)%oen an daerah.
%ayat (1)

@sebagaimana dimaksud pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk
u

tuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 218

(1). Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d
dipimpin oleh seorang kepala. ’

(2). Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
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(3). Kepzlza Dinas dalam malaksanzian tugasmya bertanggung jawab kepada kepala
Daarzh melalu Sekretans Dasrzh.

[6.15] Menimbang bahwa Termchon adalzh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepahiang.

[6.16] Menimbang PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah d@buu.@lam

paraturen pemenntzh inl yang dmaksud dengan : Q\,

[6.17] Menimbang bshwa berdasarkan ursian dalam pa _7@@4) sampai
paragraph (6.18) Majelis bemendapat behwa Tem mpunyai  tugas
menyelenggarekan urusan tertentu dalam pemenntahan ¢ n berkedudukan di

Kabupaten/Kota sehingga merupakan Badan Publik ti abudpaten/Kota.

[6.18] Menimbang bahwa berdasarkan ural paragraph (6.17) KIP Bengkulu

memiliki kewenangan menyelesaikan seng & Ze

Batas Waktu Pangajuan Pem(%s??enyel&sman Sengketa Informasi.

[6.19] Menimbang bahwa keterangan dan surat-surat Pemchon dalam

persidangan, Pemohon puh mekanisme Permohonan Informasi, Keberatan
serta pengajuan Pe relesaian Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud
dalam paraoraf i paragraf [2.6] Kronologis.

[6.20] bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 22 ayat (1), Pasal 36
(7), serta Pasal 37 ayat (2) UU KIP juntp Pasal 5 hurup b dan Pasal 13

i tentang PPSIP yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan
waktu permohonan informasi dsertal pengajuan permohonan penyelesaian
keta informasi kepada Xomis [nformasi.

[6.21] Menimbang hahwa berdasarkan uraian pada paragraf [6.20] hingga paragral
[6.22] Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa [nformass
Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentutan UU KIP dan
Perki tentang PPSIP.
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7. POKOK SENGKETA

[7.1] Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara @ quo adalah Informasl publik

tentang :

- Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)
APBD Ditahun 2020-2022.

- Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Lengkap APBD-P Tahun 2020
2022,

- Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Laporan Reallsasl Anggaran (LRA) T‘al%

2020-2022. s
- Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Lengkap (Laporan

SPJ, SP2D, Kwitansi Perjalanan Dinas dan Dana Rutin Tahun 20&02 -
- Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Batuan Operasi Se@ S) Di

Tahun 2020-2022. \(b
[7.2] Menimbang bahwa pada prinsipnya seluru&xh\f%cng publik merupakan Informasl

yang bersifat terbuka dan Badan Publik ediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan informasi publik tersebut ke% ik, hal ini berdasarkan UU KIP :

Pasal 1 angka 2

Informasi Publik adalah Inforg %@nﬁ dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau
diterima oleh suatu Bada ik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan

penyelenggaraan Ne% tau penyelenggaraan dan penyelenggaraan Badan Publik

lainnya yang se Q% an undang-undang ini serta Informasi lain yang berkaitan
dengan kepem@ blik.
Pas@)

p informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna
@nformasi publik.

\(\t). Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas

(3). Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik
dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

(4). Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesual dengan undang-undang,

kepatutan, kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi

yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah
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dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi public dapat

melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 7 ayat 1

(1). Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi

Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[7.3] Menimbang terhadap objek sengketa pada poin 1, 2, 3 dan 5 yaitu ; @
1. Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Daftar Pelaksanaand\ﬁb\aén (DPA)

APBD Ditahun 2020-2022. i%

2. Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Lengkap A%m hun 2020-2022.
3. Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Laporan Realisasi (LRA) Tahun

2020-2022. \

4. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Batu 5?{ ekolah (BOS) DiTahun
2020-2022. &

Majelis mempertimbangkan sebagai beri Q
undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

- Berdasarkan pasal 9 ayat (1) dan (ﬁ%{
tentang Keterbukaan Informas(%\q\b bunyi.
Pasal 9 ayat (1) d @NE

1. Setiap Badan jib mengumumkan Informasi Publik Secara berkala.
2. Informasi agaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
Infor enai keuangan.

A

8. KES
@n seluruh uraian dan fakta hukum diatas Majelis Komisioner berkesimpulan ;
% Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.
> Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

permohonan dalam sengketa a guo.

3. Termohon memiliki kedudukan hukum (/ega/ standing) sebagai Termohon dalam
sengketa a guo.
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4. Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik a quo
memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki tentang PPSIP.

AMAR PUTUSAN
Memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian yaitu :

1. Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Daftar Pelaksanaan
Anggaran (DPA) APBD Ditahun 2020-2022.
2. Salinan Informasi (hardcopy/softcopy)Dokumen Lengkap A

Tahun 2020-2022. m

3. Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Lapo asi
Anggaran (LRA) Tahun 2020-2022.

4. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Batuan O olah (BOS)
DiTahun 2020-2022.

2. Biaya penggandaan dokumen sebagaimana dl bebankan kepada
Pemohon.
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berdasarkzn Undang- Undang Mo. 14 Tahun 2008 temtarg Yetertuaan Ieformas Puiie
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